BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUFPATI BARITO UTARA
NOMOR zg TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIJAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupau tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagal
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1963 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Tanah
Laut, Daerah Tingkat [l Tapin dan Dacrah Tingkat I
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat
Il di KRalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5049j);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©& Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 632.2};

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barnto Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barnto Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 4};

Peraturan Bupati Barnlo Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Banto Utara (Berita Dacrah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Barilo Utara Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALORASIAN

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.



BAB |
KRETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat! ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

(1)

(2)

Darrah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Barito
Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat
BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Kabupaten Barito Utara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyvarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradicional yang diakui dan dihormati dalam
sistema  pemerintahan Negara Kesatuan  Republik
Iindonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam system pemenntahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga vang melaksanakan fungsi pemerintahan
vang anggotanva merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokrartis.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di
seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dderah Kabupatan Barito Utara.

BAB I
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2
Pemerintahan Daerah mengalokasikan bagian dari hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan:



(3)

{4)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi sccara merata
kepada seluruh Desa; dan

b. 40% ({empat puluh per seratus) dibagi secara
proporsional dari realisasi peneriraan Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah dan Desa masing-masing.

Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan
Formula :

Realisas) Penenmaazn Pajak Daerah dan Retribusi Parrah dari desa x

40% DBH desa = X 40%

Total Pencrimasan pajak Daerak dan Retribu<i Daervoah dart selurub desa

Besaran Dana Bagy Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada desa pada setiap tahun anggaran
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB I1]
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN
DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama
Mckanisme Penyaluran

Pasal 3
Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dilakukan dengan cara pcmindah bukuan dari Rekening
Kas Umurn Daecrah ke Rekening Kas Desa.
Untuk mencairkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Desa tertebih dahulu menvusun
Rencana Pembangunan  Jangka Mecnengah Desa
(RPJMDcs}. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
[APBDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan {APBD-P) tahun berjalan.
Untuk proses pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Kepala Desa mengajukan pcrmohonan pencairan
DBH Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masvarakat
dan Desa Kabupaten Barito Utara dengan diketahui
Camat.
Atas dasar permohonan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito
Utara melakukan registrasi berkas permchonan.

Setelah dilakukan registrasi scbagaimana dimaksud pada
ayal (4) Kepala Dinas Sosial Pemberdavaan Masyvarakat
dan Desa Kabupaten Barito meneruskan permchonan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Kepala BPKA.

Kepala BPKA menyalurkan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah langsung dari kas daerah ke rekening
desa.
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Bagian Kedua
Pengawasan Pengpunaan Dana Belarija Bagi Hasil Pajak
Daerah

Pasal 4

Pengawasan terhadap Penggunaan 1)BH Pajak Dacrah dan
Retribusi  Daerah  beserta kepiiitan  pelaksanaannya
dilakukan melalui :
a. Kepala Dinas Sosial Pemberdavaun Masvarakat dan

Desa Kabupaten Barito;
b. Inspektorat Kabupaten Barito Ltara; dan
c. Camat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada .an-gal diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinyva, memennidthkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dailam Berita Daerah Kabupaten Bariw Utara

Ditetapkan di Iuara Teweh
pada tanggal 26 November 2019

J UTARA.,

YAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 November 2019

tAERAH
ITO UTARA,
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